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NAMA : MUH. RIZAL
NIM : 10300113063
JUDUL SKRIPSI : “PEMULIHAN  NAMA  BAIK  AKIBAT  SALAH
TANGKAP  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  DAN
NASIONAL”
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui proses pemulihan nama
baik  akibat  salah  tangkap  di  tinjau  dari  hukum  positif?,  2).  Mengetahui
pandangan Islam tentang pemulihan nama baik akibat salah tangkap?
Dalam menjawab  permasalahan  tersebut  penulis  melakukan  pendekatan
normative  syar’I,  berupaya  mengkaji  hukum baik  Positif  maupun  Islam  yang
dikonsepkan  sebagai  norma/kaidah  berlaku  dimasyarakat  dan  menjadi  acuan
perilaku setiap orang. penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan
dengan  mengutip,  menyadur,  dan  menganalisis  dengan  analisis  isi(content
analysis) terhadap literature yang representative dan mempunyai relevansi dengan
masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.
Setelah  melakukan  pembahasan  tentang  implementasinya  maka  dapat
disimpukan  sebagai  berikut  1)  Sesungguhnya  sudah  diatur  di  dalam  Undang-
Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).  Tujuannya,  dapat  membatalkan  putusan  sebelumnya.  Setelah
permohonan peninjauan kembali, kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan
ganti  kerugian  kepada  Pengadilan  Negeri.  Rehabilitasi  diperoleh  seseorang
diputus  bebas/diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum yang putusannya telah
memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  2)  Menjatuhkan  hukuman  ta’zir,  hukuman
pendidikan  atas  dosa-dosa  oleh  pelaku  jarimah  yang  belum  ditentukan
hukumannya  oleh  syara’.  Status  hukumnya  berbeda-beda  sesuai  dosa  dan
pelakunya.  Tujuannya,  pencegahan,  menahan  orang  berbuat  jarimah.  Agar  tak
mengulangi perbuatan jarimahnya.
dan diharapkan agar (1).  Pemerintah segera melakukan penyederhanaan
hal  prosedur/tata  cara  pelaksanaan  karena  sebelumnya  terkesan  berbelit-belit
sehingga terkesan  menyulitkan,  Hak tersangka/terdakwa mendapatkan  keadilan
atas tindakan pelanggaran tidak mesti dibatasi jangka waktu. Hal ini merugikan
tersangka/terdakwa  kurang  mampu  dari  segi  pendidikan,  pengetahuan  dan
finansial.  begitupun  (2)  Aparat  penegak hukum diharapkan profesional  dalam
prosedur  penangkapan,  penahanan,  menyelidiki  lebih  dalam  kasus  yang
ditanganinya,  agar  tidak  melakukan  salah  tangkap  dan  proses  pemeriksaan
terhadap seseorang diduga telah melakukan kejahatan harus menggunakan metode
tepat  mencari  keterangan  seseorang  tersebut  serta  Masyarakat/korban  salah
tangkap  diharapkan  lebih  tegas  apabila  didapati  kesalahan  dipenyidikan  yang
dilakukan  aparat  guna  mendapatkan  hak  atas  kekeliruan  yang  mengakibatkan
pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat




Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa s es (dengan titik di  atas)
ج jim j je
ح ha h ha (dengan titk di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di 
bawah)
ض dad d de (dengan titik di 
bawah)
ط ta t te (dengan titik di bawah)
ظ za z zet (dengan titk di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
xi
xii
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah , apostop
ي ya y ye
Hamzah (ء)   yang  terletak  di  awal  kata  mengikuti  vokalnya  tanpa
diberi  tanda  apapun.  Jika ia  terletak  di  tengah atau  di  akhir,  maka ditulis
dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal  tungggal  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  tanda  atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
َـ fathah a a
ِـ kasrah i i
ُـ dammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ي
fathah dan ya ai a dan i
و
fathah dan wau au a dan u
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3. Maddah
Maddah atau  vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan









a a dan garis di atas
ي




u u dan garis di atas
4. Tā’ marbūṫah
Transliterasi  untuk  ta  marbutah  ada dua,  yaitu:  ta  marbutah  yang
hidup  atau  mendapat  harkat  fathah  kasrah,  dan  dammah,  yang
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat
harkat sukun transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang  menggunakan kata  sandang  al-serta  bacaan  kedua  kata  itu  terpisah,
maka ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h].
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah  atau  tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan  sebuah  tanda  tasydid ( ّ),  dalam  transliterasinya  ini  dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
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Jika huruf ber-tasydid ي    di akhir sebuah kata dan didahului oleh
huruf kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
alif) ل  lam  ma’arifah).  Dalam  pedoman  transliterasi  ini,  kata  sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang  mengikutinya.  Kata  sandang  ditulis  terpisah  dari  kata  yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku
bagi  hamzah yang terletak  di  tengah dan akhir  kata.  Namun,  bila  hamzah
terletak di awal kata,  ia tidak dilambangkan,  karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah
atau  kalimat  yang  sudah  lazim  dan  menjadi  bagian  dari  perbendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata  Al-Qur’an
(dari  al-Qur’an),  sunnah, khusus  dan  umum. Namun, bila kata-katatersebut
menjadi  bagian  dari  satu  rangkaian  teks  Arab,  maka  mereka  harus
ditransliterasi secara utuh.
9. Lafz al-Jalalah (الله)
Kata  “Allah”  yang  didahului  partikel  seperti  huruf  jarr  dan  huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
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Adapun  ta marbutah  di akhir kata yang disandarkan kepada  lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps),
dalam  transliterasinya  huruf-huruf  tersebut  dikenai  ketentuan  tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal  nama dari  (orang, tempat,  bulan)  dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata  sandangnya. Jika terletak pada awal  kalimat,  maka huruf A dari  kata
sandang tersebut  menggunakan  huruf  kapital  (AL-).  Ketentuan yang sama
juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan
(CK,DP, CDK, dan DR).
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt. = subhānahū wa ta„ālā 
Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
xvi




A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1  ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengatur 
tingkah laku dan norma atau kadiah baik tertilis maupun  tidak tertulis yang dapat 
menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh 
masyarakat di Indonesia. Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum 
materil, sedangkan dalam segi hukum formal ialah kehendak manusia yang 
berisikan petunjuk tingkah laku yang dilarang dan di anjurkan untuk dilakukan. 
Karena hukum memiliki kandungan nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian 
dalam masyarakat.1Islam merupakan agama samawi yang berlaku sebagai 
perkembangan ilmu pengetahuan-pengetahuan dalam masyarakat. Hal ini 
disebabkan karena Islam bersifat universal dan fleksibel terhadap situasi dan 
kondisi yang dihadapinya.  
Dalam Islam ada beberapa aspek yang dapat mengurangi problematika 
kehidupan manusia. Salah satu aspek yang sangat urgent adalah syariat. Aspek ini 
memberikan gambaran mengenai aturan-aturan dan norma-norma terhadap 
ummat, dengan tujuan agar manusia dapat hiddup aman, damai, sejahtera, dan 
harmonis.2Asas hukum Islam berasal dari Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad 
saw., baik besifat rinci maupun bersifat umum. Sifat asas hukum itu 
dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu.  Hal 
 
 1Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.21. 
 2Abdi Wijaya, Hukum pidana islam (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), 
h.1. 
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demikian dapat di ketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi; Asas – asas 
umum, Asas-asas hukum pidana, dan Asas-asas hukum perdata.3 
Istilah hukum pidana menurut Satochid Kartanegara mengandung 
beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa Hukum Pidana itu dapat di 
pandang dari beberapa sudut, yaitu pertama sudut hukum pidana dalam arti 
objektif dan kedua adalah hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum Pidana 
dalam arti objektif juga disebut ius poenale adalah sejumlah peraturan yang 
mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap 
pelanggarannya di ancam dengan hukuman.4 
Berdasarkan defenisi hubungan masyarakat oleh beberapa ahli antara lain, 
J.C. Seidel, W. Emerson Reck, dan Howard Bonham. Dapat di ketahui bahwa : 
Di dalam hubungan masyarakat (Public Relations) itu terdapat suatu usaha 
atau suatu kegiatan untuk menciptakan keharmonisan atau sikap budi yang 
menyenangkan antara satu badan dengan kegiatan yang menonjol adalah 
menanamkan dan memperoleh pengertian, good will dan kepercayaan 
publik tertentu pada masyarakat umumnya.5 
Kitab undang-undang hukum acara pidana membagi semua tindak pidana, 
baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHAP, menjadi dua golongan besar, 
yaitu golongan kejahatan dan pelanggaran. Serta terdapat pula penggolongan 
perihal kejahatan yang salah satunya adalah pemulihan nama baik/ rehabilitasi 
nama baik di atur dalam pasal 1 butir 23 dan pasal 97 KUHAP, menjelaskan 
bahwa. “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya 
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada 
tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, 
atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karna kekeliruan 
 
 3Zainuddin Ali, Hukum pidana islam, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.2. 
 4Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana,(Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo,2015)  h.vii 
 5Bambang Siswanto, Hubungan Masyarakat dan Praktek,(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 
h.5. 
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mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam 
undang – undang ini”.  
Sedangkan pada pasal 97 ayat 1 menjelaskan bahwa “seorang berhak 
memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan di putus bebas”.6 Penjelasan diatas 
menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, sedangkan untuk 
hubungan antar individu biasa diistilahkan interaksi sosial yang dinamis 
menyangkut hubungan-hubungan manusia maupun antara perorangan  dengan 
kelompok manusia. 
Istilah salah tangkap (error in persona) tidak terdapat dalam KUHP 
maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis 
pengertian salah tangkap (error in persona) ini bisa di temukan dalam doktrin 
pendapat para ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari kata salah tangkap ialah 
keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.7 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dapat dirumuskan pokok 
masalah dalam skripsi ini yaitu Pemulihan Nama Baik Akibat Salah Tangkap 
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Dengan sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pemulihan nama baik akibat salah tangkap di tinjau dari 
hukum positif ? 
2. Bagaimana pandangan Islam tentang pemulihan nama baik akibat salah 
tangkap? 
 
 6R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h . 360  
dan 400 
 7http//dedotjcb.blogspot.in/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in .html?m=1, d i 
unduh pada tanggal 14 maret 2013. 
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C. Pengertian Judul/ Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variable yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemulihan Nama Baik 
Hak seseorang untuk memulihkan haknya dan kemampuan, 
kedudukan dan harkat serta martabatnya yang di berikan atau di adili tanpa 
alasan. 
2. Salah Tangkap 
Salah mengerti atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
di terapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
3. Hukum Islam 
Merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan Alquran dan Hadist, ada empat produk Hukum Positif 
yang diambilm dari Hukum Islam yaitu ; Fiqh, Fatwa, Peraturan perundang-
undangan, dan Yurisprudensi. 
4. Hukum Positif 
Ius constititum adalah hukum yang di berlakukan oleh pemerintah 
pada suatu masyarakat atau negara tertentu. 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
1. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di 
Indonesia mengatakan bahwa mengenai suatu hak asasi manusia yang selalu 
menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang, yaitu hak seorang 
5 
manusia untuk bebas menggerakkan badan memenuhi kepentingan dalam 
masyarakat. 
2. Chainur Arrasjid, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum, dimana dalam 
bukunya memuat tentang ilmu hukum secara umum didasarkan pada 
penglihatan hukum materil, sedangkan dalam segi hukum formal ialah 
kehendak manusia yang berisikan petunjuk tingkah laku yang dilarang dan di 
anjurkan untuk dilakukan. Karena hukum memiliki kandungan nilai-nilai 
keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat. 
3. Abdi Wijaya. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam membahas 
tentang agama samawi yang berlaku sebagai perkembangan ilmu 
pengetahuan pemgetahuan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena 
islam bersifat universal dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi yang 
dihadapinya. Dalam islam ada beberapa aspek yang dapat mengurangi 
problematika kehidupan manusia. 
4. Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam yang 
menjelaskan tentang Asas hukum Islam berasal dari Al-quran dan Sunnah 
Nabi Muhammad saw., baik besifat rinci maupun bersifat umum. Sif at asas 
hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat 
untuk itu. Hal demikian dapat di ketahui bahwa asas-asas hukum islam 
meliputi: Asas-asas umum, Asas-asas hukum pidana, dan Asas-asas hukum 
perdata. 
5. Siswanto Sunarso dalam bukunya, Filsafat Hukum Pidana menjelaskan 
tengtang Istilah hukum pidana menurut Satochid Kartanegara dan Kumpulan 
Kuliah Hukum Pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika 
dikatakan bahwa Hukum Pidana itu dapat di pandang dari beberapa sudut, 
yaitu pertama sudut hukum pidana dalam arti objektif dan kedua adalah 
6 
hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum Pidana dalam arti objektif juga 
disebut ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-
larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya di 
ancam dengan hukuman. 
6. Bambang Siswanto dalam bukunya Hubungan Masyarakat Dan Praktek 
menjelaskan tentang hubungan masyarakat oleh beberapa ahli antara lain, J.C. 
Seidel, W. Emerson Reck, dan Howard Bonham. Dapat di ketahui bahwa : Di 
dalam hubungan masyarakat (Public Relations) itu terdapat suatu usaha atau 
suatu kegiatan untuk menciptakan keharmonisan atau sikap budi yang 
menyenangkan antara satu badan dengan kegiatan yang menonjol adalah 
menanamkan dan memperoleh pengertian, good will dan kepercayaan publik 
tertentu pada masyarakat umumnya. 
7. R. Soenarto Soedibroto dalam bukunya KUHP dan KUHAP yang 
menjelaskan tentang semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam 
maupun di luar KUHAP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan 
kejahatan dan pelanggaran. Serta terdapat pula penggolongan perihal 
kejahatan yang salah satunya adalah pemulihan nama baik / rehabilitasi nama 
baik di atur dalam pasal 1 butir 23 dan pasal 97 KUHAP. 
Dari beberapa literature diatas baik perorangan maupun kelompok tidak 
ada satupun yang membahas tentang pemulihan nama baik akibat salah tangkap 
menurut hukum Islam dan Nasional, walaupun dari beberapa literatur diatas ad a 
salah satu diantaranya membahas tentang judul yang dibuat oleh penulis atau 
peneliti. Oleh karena itu pentingnya penulis atau peneliti, lebih mendalami dan 




E. Metode Penelitian 
Pada bagain metode penelitian dijelaskan cara penelitian itu akan 
dilakukan, yang di dalamnya mencangkup bahan atau materi penelitian, alat, jalan 
penelitian, variable dan data yang hendak disediakan dan analisis data. Bahan atau 
materi penelitian dapat berupa uraian tentang populasi dan sampelpenelitian, serta 
informan. Populasi, sampel, dan informan haruslah dijelasakan secara spesifik, 
termasuk peneybutan dengan jelas sifat dan kategori populasi, sampel dan 
responden penelitian.8Penelitian (research) berarti pencarian kembali.  Pencarian 
yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuaan yang 
benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab 
permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya 
pencarian yang amat bernilai edukatif.9 
Metode penilitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus 
dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah 
dalam mencari, mengembangkan, dan menguji suatu penetahuan.10 
Adapun langakah-langkah metode penelitian kepustakaan yaitu meliputi: 
a. Memiliki ide umum mengenai topik penelitian 
b. Mencari informasi yang mendukung topik 
c. Pertegas fokus penelitian, 
d. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan untuk 
mengklasifikasi bahan bacaan,  
 
8Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 
h. 70. 
9Amiruddin, Pengantar Metode Penilitian Hukum, (cet 2; Jakarta:  PT. Ra ja Gra findo 
Persada, 2004), h. 19. 
10Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (cet. 1; Jakarta:  Gra nit , 2004), 
h.1.  
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e. Membaca dan membuat catatan penelitian, 
f. Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan, 
g. Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis11 
F. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
informasi dan mengumpulkan data tentang konsep budaya demokrasi yang 
rasional dan egaliter dengan bantuan bermacam-macam sumber materi yang 
terdapat diperpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini. 
G. Metode Pendekatan 
Pendekatan yang dilakukan dalam metode ini pendekatan normatif, artinya 
normative, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma 
atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan mejadi acuan perilaku setiap 
orang.12Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan. 
H. Sumber Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi 
kepustakaan merupakan model tunggal yang dipergunakan dalam penelitian 
hukum normatif. Dalam penelitian normatif sumber data diperoleh dari: 
a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
(KUHAP), dan Fiqh 
 
11Yulia aminati, Praktek Penelitian dan Pendekatan Konseling, webside portal garuda 
12Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(cet. 1; Bandung:  PT. Cit ra  
Aditya Bakti, 2004), h. 52. 
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b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 
yang ada.  
Adapun macam-macam sumber data sekunder yaitu: 
1. Sumber hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah -
masalah yang akan diteliti. Misalnya Al-Qur’an, Hadist, UUD 1945, UU, 
peraturan pemerintahan, pancasila, yurisprudensi dan lainnya. 
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan 
penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya hasil penelitian, karya 
ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya. 
3. Sumber hukum tersier merupakan dokumen data yang memberikan tentang 
hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum, 
ensiklopedia, majalah, media massa dan internet. 
I. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 
1. Pengelolahan Data 
Pengelolahan data dapat diartikan sebagai rangkayan proses pengelolahan 
data yang diperoleh kemudian diartikan dan di interprestasikan sesuai dengan 
tujuan, rencana, dan sifat penelitian. Metode pengelolahan data dalam penelitian 
ini antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan materi pemulihan nama baik akibat 
salah tangkap pespektif hukum islam dan nasional. 
2) Redaksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif  
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dan mudahuntuk dipahami oleh para pembacaserta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan f actual 
sesuai dengan literature yang didapatkan dari sember bacaan. 
2. AnalisisData 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-memilih menjadi satuan yang 
dikelolah, menacari dan menemukan pola, menemukan dan memutuskan apa yang 
dapat di angkat kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. 
J. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitain ini di bagi menjadi 2  (dua) 
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pemulihan nama baik akibat salah tangkap ditinjau dari 
hukum Nasional. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemulihan nama baik 





2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan teoretis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
wawasan dan sebagai bahan informasi yang bisa berguna bagi ilmu 
pengetahuan baik dibidang kajian ilmu hukum khususnya dalam kepidanaan. 
Sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengakaji lebih kritis dan serius 
lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum pidana di 
indonesia. 
b. Kegunaan Praktis 
Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan dalam penelitian 
selanjutnya khusunya di bidang kepidanaan yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti dan sekaligus sebagai bahan perbandingan antara 




PEMULIHAN NAMA BAIK AKIBAT SALAH TANGKAP MENURUT 
HUKUM POSITIF 
A. Pengertian Salah Tangkap dan Pemulihan Nama baik Menurut Hukum 
Positif 
1. Salah Tangkap menurut Hukum Positif  
Pengertian mengenai istilah salah tangkap (error in persona)tidak terdapat 
dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara 
teoritis pengertian salah tangkap (error in persona)ini bisa ditemukan dalam 
doktrin pendapat ahli-ahli hukum.Secara harfiah arti dari salah tangkap (error in  
persona)adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai 
orangnya (M. Marwan, 2009: 18). 
Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau 
penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan 
sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang 
membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan 
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai 
orangnya.13 
Ketika Oemar Seno Adji menjabat ketua Mahkamah Agung, telah 
dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang 
memperkenalkan kembali lembaga herziening. Bagaimana proses meminta ganti 
kerugian setelah dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum sebagai putusan 
herziening, tidak diatur. Walaupun ada ketentuan lama dalam  Reglement op de 
 
13http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.htmlDiposting 
oleh dedot kurniawan pada 3/13/2013 06:42:00 PM. 
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Strafvordering dahulu, namun tidak dapat diterapkan karena selain tidak berlaku 
lagi, juga dipreuntukkan untuk golongan Eropa.14 
2. Pemulihan Nama Baik menurut Hukum Positif 
Kitab undang-undang hukum acara pidana membagi semua tindak pidana , 
baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHAP, menjadi dua golongan besar, 
yaitu golongan kejahatan dan pelanggaran. Serta terdapat pula penggolongan 
perihal kejahatan yang salah satunya adalah pemulihan nama baik/ rehabilitasi 
nama baik di atur dalam pasal 1 butir 23 dan pasal 97 KUHAP, 
“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya 
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada 
tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, 
ditutuntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini.”15 Senada dengan defenisi tersebut, Pasal 
97 ayat (1) KUHAP berbunyi : 
“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus 
bebas atau diputus lepas darin segala tuntutan hukum yang putusannya 
mempunyai kekuatan hukum tetap.”Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi 
diberikan dan dicantumkan sekaligusdalam putusan pengadilan tersebut (Pasal 97 
ayat (2) KUHAP).Yang tidak di jelaskan dalam KUHAP ialah apakah rehabilitasi 
akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat 
fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperaktif.Artinya, setiap kali hakim 
memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh 
 
14Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) pidana dalam prospeksi  (Jakarta: 
Erlangga,1976),h.244. 
15R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 360  
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kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.Hal ini mestinya diatur dalam 
aturan pelaksanaan KUHAP.16 
Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya ketentuan ganti 
kerugian, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke 
pengadilan dan yang tidak. Acara untuk perkara yang diajukan ke pengadilan 
negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut, sedangkan 
yang tidak, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam 
Pasal 77 KUHAP. Hal ini disebut oleh Pasal 97 ayat (3).17 
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap 
Pengertian korban dalam pembahasan disini adalah untuk sekedar 
membantu dalam menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian 
tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Secara luas, pengertian 
korban yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan 
suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan 
lainnya.18 
Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri dibagi 
menjadi tujuh bentuk menurut yaitu : 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 
pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari 
aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.    
b. Proactive victimsmerupakan korban yang disebabkan peranan korban 
untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab 
terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.    
 
16Andi, Hamzah, Hukum acara pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 206. 
17Andi, Hamzah, Hukum acara pidana Indonesia, h. 207. 
18Didik M. Ari F Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Ja karta : PT.Raja 
Grafindo Persada, 2007), h. 34. 
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c. Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat 
mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di 
bank dalam jumlahbesar yan tanpa pengawalan, kemudian dibungkus 
dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek 
ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.    
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan 
fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) 
merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 
pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah 
setempat karena tidak dapat memberi perlindunga kepada korban yang 
tidak berdaya.    
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial 
yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat.   
f. Self victimizing victims adalah koran kejahatan yang dilakukan sendiri 
(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus 
sebagai pelaku kejahatan.    
g. Political victims adalah korban karena lawan polotiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertnggungjawabkan kecuali adanya 
perubahan konstelasi politik.19 
Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, 
akan tetapi. korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat 
diklarifikasikan sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu 
 
19Didik M. Ari F Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, h. 34. 
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atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan 
hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk 
kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem.Korban semacam ini 
lazimnya kita temuidalam kejahatan terhadap lingkungan.Namun, dalam 
pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terkahir tidak termasuk 
didalamnya.20 
Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 
dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik , 
mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber 
dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Arif Gosita   
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.21 
2. Muladi   
Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 
emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang 
fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum 
pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.22 
 
20R. Wiyono, Pengadilan HAM di Indonesia, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 78. 
21Arief Gosita. Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 63. 
22Muladi, “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dalam: Muladi (ed .), Hak 
Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat , 
(Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 108. 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan 
dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.  
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi   
Korban adalah orang perseorangan arau kelompok orang yang mengalami 
pemderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, 
atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak 
dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
termasuk korban adalah ahli warisnya.   
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang Berat.   
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan 
kekerasan pihak manapun. 
Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa 
korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara 
langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian 
atau penderitaan bagi diriatau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk 
didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang orang 
yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya 
atau untuk mencegah viktimisasi.23 
 
 
23Didik M. Ari F Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, h. 48. 
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Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 
bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 
masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap 
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan 
di lain pihak.24 
Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 
manusia yang perlu diatur dan dilindungi.25 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 
lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 
masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 
mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara 
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 
masyarakat. 
Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak -
hak yang diberikanoleh hukum.26Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa 
perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 
preventif dan resprensif.27 
 
 
24Didik M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan  (Jakarta:  PT.Raja 
Grafindo Persada, 2007), h. 48. 
25Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53. 
26Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, h. 54. 
27Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 
1987), h. 10. 
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Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resp rensif 
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 
lembaga peradilan.28 
Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan 
untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 
melainkan juga predektif dan antipatif.29 
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum.Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 
preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tert ulis 
maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 
Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.  
Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.Oleh 
karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan 
perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana 
positif yangberlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan 




28Maria Al fons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk 
Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, (Malang: Universitas Brawijaya , 
2010), h. 18. 
29Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu S istem , (Bandung:  Remaja 
Rusdakarya, 1993), h. 118. 
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Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara 
langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.30Perlindungan secara 
tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu 
memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia  
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hak 
Asasi Manusia.  
Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai 
orangnya diistilahkan disqualification in person yang berarti orang yang 
ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang 
ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud 
hendak ditahan atau ditangkap.31 
Sementara itu Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah 
seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat 
negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya 
dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-
undang”.32Menunjukkanbahwa hukum yang berlaku secara pasti belum 





30Barda Nawawi Arie  f, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan 
Pidana, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998) 1998), h. 16-17. 
31Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAP Penyidikan  dan  
Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 45. 
32Sugeng, Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap , (Makalah  Fakultas H ukum 
Universitas Pawyatan Daha, 2013), h. 8. 
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2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP  
a) Ganti Kerugian  
Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak -hak 
korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam 
menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa 
dalam suatu tindak pidana (error in persona). Menurut Pasal 1 Ayat 22 
KUHAP, yaitu: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk 
mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan 
sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang 
diatur dalam undang undang ini.”  
b) Rehabilitasi  
Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan 
kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah 
sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa 
penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan.33 
B. Istilah Salah Tangkap dalam Hukum Positif 
Menurut Tito, hal tersebut terlalu menyudutkan polisi selaku institusi yang 
bertugas melakukan penangkapan dan penyidikan. "Kalau salah tangkap, artinya 
polisi saja dong yang salah," ujar Tito kepada Kompas.com melalui telepon 
selulernya, Minggu (2/8/2015).  
 
 
33http://www.http://yustisi.blogspot.com, diakses pada tanggal, 5 Juli 2019 pukul 20 .56 
WITA. 
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Menurut Tito, selain polisi, pihak kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN) 
juga termasuk dalam komponen yang terlibat dalam menindaklanjuti proses 
hukum sebuah perkara. Proses penanganan suatu perkara, kata Tito, pasti akan 
melalui tiga tahapan, yaitu proses penyidikan (polisi), penuntutan (kejaksaan), dan 
peradilan (PN), sehingga saat terjadi dugaan lain terkait proses hukum yang 
berlangsung, perlu diusut secara spesifik pada ketiga institusi tersebut.  
"Istilahnya, miscarriage of justice (suatu kegagalan mencapai keadilan). Itu 
biasa terjadi dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia," kata mantan 
Kapolda Papua tersebut.  
Tito mengatakan, kasus tersebut belum dapat disimpulkan sebagai salah 
tangkap, mengingat saat ini proses hukumnya masih berlanjut dan belum 
dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). "Proses hukumnya kan masih 
terus berlangsung. Nanti setelah kasus inkrah baru bisa disebut miscarriage of 
justice.  
Apakah ada dugaan salah tangkap atau dugaan lainnya," tutur mantan 
Kadensus 88 Antiteror tersebut. Sebelumnya, hakim Pengadilan Tinggi 
mengabulkan banding lembaga bantuan hukum (LBH) kasus dugaan salah 
tangkap terhadap tukang ojek Dedi. Dedi dinyatakan tidak bersalah dan 
dibebaskan dari hukumannya. Sementara itu, hakim juga memutuskan jika 
tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tidak sah. 
 Hal tersebut tertuang dalam rilis Nomor 142/PID/2015/PT.DKI Jo 
No.1204/Pid.B/2014/. Kasus Dedi bermula saat terjadi keributan antara dua sopir 
angkot di pangkalan ojek sekitar Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur,  18 
September 2014 lalu. Meski berhasil dilerai, salah satu sopir angkot yang 
berkelahi itu pulang dan datang lagi dengan membawa senjata.34 
 
34https://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/02/14310251/Kapolda.Tito.Gerah.denga
n.Istilah.Salah.Tangkap.tanggal di unduh 02 Agustus 2015 di unduh oleh kompas.com 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai 
macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak 
hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, 
penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Suatu gugatan dianggap 
error in persona, apabila: 
1. Diskualifikasi In Person 
Pengertian mengenai istilah error in persona tidak terdapat dalam KUHAP 
maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian 
error in persona ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. 
Secara harfiah arti dari error in persona adalah keliru mengenai orang yang 
dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. 
Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau 
penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan 
sampai perkaranya diputus.Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang 
membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan 
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai 
orangnya. 
Menurut M. Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai 
orangnya diistilahkan dengan disqualification in person yang berarti orang yang 
ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap 




35Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAP Penyidikan  dan  
Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 45. 
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Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan 
Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang 
dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai error in subjektif. 
Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam 
istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum 
melakukan 
Penggugat bukanlah persona standi in judicio, jika karena belum dewasa, 
bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dan atau dibawah karatele . 
Atau bisa juga karena tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus 
dan atau surat kuasa khusus tidak sah kesalahan atau kekeliruan pada saat 
melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.  
2. Gemis Aanhodanig Heid 
Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya, sebagaimana 
dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 601 K/sip/1975 tanggal 20 April 
1977 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara 
pribadi. 
3. Plurium Litis Consortium 
Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Sebagai contoh dapat 
dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 
25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan :  
 
"ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah 







oleh dedot kurniawan pada 3/13/2013 06:42:00 PM 
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C. Kedudukan Hukum Positif akibat Salah Tangkap 
1. Kedudukan Hukum Positif 
Hukum positif atau dengan istilah ius constitutum yaitu hukum yang 
berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu .Demikian 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku 
di Indonesia pada waktu ini.Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang 
bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti 
ilmu pasti dan ilmu yang a lam yang obyeknya benda mati.Dalam hukum positif ,  
obyek yang diaturnya adalah sekaligus merupakan subyek (pelaku). 
Hal ini mempunyai akibat penting bagi metode keilmuannya dan 
penjelasan tentang sebab-akibatnya (kausalitas) hukum. Hukum positif yang 
menja di obyek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam/ilmu pasti. 
Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat 
kaidah yang mengatur manusia masyarakat, ia tidak diatur oleh metode keilmuan 
ilmu pasti-alam, melainkan diatur oleh metode keilmuan Humanities 
(Humaniora). 
Hukum positif yang mengatur tingkah laku manusia yang bukan benda 
mati melainkan makhluk hidup yang mempunyai pikiran dan kemampuan 
membedakan antara yang baik dan buruk (ETIKA), akan mempunyai konsekuensi 
tidak saja bagi metodologi keilmuannya akan tetapi juga bagi kausalitasnya. Bila 
di kaitkan dengan etika maka hukum positif juga berkaitan dengan moral. Dimana 
dapat dikatakan bahwa hukum positif juga sangat erat hubungannya norma dan 





indonesia.htmlDiposting 4th January 2013 oleh Andi Asrianti 
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2. Akibat Salah Tangkap 
Ada beberapa sebab timbulnya salah tangkap dalam penegakan hukum. 
Salah satunya adalah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) yang 
kurang diinringi semangat satu sistem terpadu oleh para penegak hukum. 
Meskipun secara prinsip terdapat pembagian fungsi, tugas, dan wewenang 
masing-masing penegak hukum, dalam pelaksanaanya mensyaratkan secara 
mutlak keserasian dan koordinasi antar instansi  
Penegak hukum Syarat mutlak tersebut tertuang dalam konsepsi integrated 
criminal justice system yang memandang proses perkara pidanasebagai satu 
rangkaian kesatuan, sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga 
penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan.  
Belakangan ini system tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sehingga 
yang terlihat adalah hubungan yang kurang memperlihatkan rangkaian kesatuan 
sehingga kurang menjamin kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana.38 
 Terlihat pada saat tetjadi salah tangkap (eror in persona), terdapat 
kecenderungan yang tertumpah hanya pada para aparat penyidik sebagai 
penanggung jawab awal dalam proses pidana. Padahal, kegiatan penyidikan 
sebagai subsistem berjalan dengan suatu subsistem yang lain dalam bentuk 
koordinasi sinkronisasi instansional dan fungsional. Awal dari suatu proses pidana 
adalah penyidikan yang menempatkan Polri sebagai penanggung jawab utama. 
Terutama dibidang tindak pidana umum. 
Penyidikan diawali dan didahului dengan langkah teknis penyelidikan 
menyeleksi secara cermat, apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana dapat dilakukan penydikan atau tidak.  Sebagai satu sistem yang 
mengutamakan hak asasi manusia dan kedudukan dalam hukum, maka 
 
38Fahrurrozi-FSH.pdf, pencemaran nama baik akibat salah tangkap  (Jakarta: 
Skripsi,2010), h. 85 
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peningkatan penyelidikan ke proses penyidikan harus juga mempertimbangkan 
hal tersebut.39 
Sebagai hasil penyelidikan yang ditingkatkan ke penyidikan, maka begitu 
masuk ke tingkat penyidikan dibuatlah laporan penyidikan ditujukan kepada 
penuntut umum atau Kejaksaan. 
Dengan adanya laporan tersebut, Kejaksaan secara awal telah mengetahui 
adanya proses penyidikan di kepolisian.  
Meskipun penyidikan tanggung jawab kepolisian, dengan laporan 
dimulainya penyidikan tersebut tanggung jawab proses dalam satu sistem mulai 
berlangsung, meski dengan tingkat tanggung jawab formal yang berbeda, dengan 
laporan tersebut, penuntut umum.  
Mulai mengetahui proses penydikan termasuk identitas tersangka 
meskipun tidak secara fisik. Tidak kalah penting adalah hubungan penyidik 
dengan penasehat hukum, bantuan hukum ini pada setiap tingkat pemeriksaan 
yang dilakukan sejak berlangsungnya penyidikan.40 
  
 
39Fahrurrozi-FSH.pdf, pencemarannama baik akibat salah tangkap, h.85-86. 
40http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=41587, di unduh pada 
tanggal 20 Agustus 2008. 
28 
BAB III 
PEMULIHAN NAMA BAIK AKIBAT SALAH TANGKAP MENURUT 
HUKUM ISLAM 
A. Pentingnya Nama Baik Sebagai Akibat Salah Tangkap  
Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan mencemarkan nama baik 
seseorang dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh 
Allah mengenai kehormatan, baik itu sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, 
maupun yang besifat ta’zir, dilarang menghina orang lain, membuka aib orang 
lain, dll. Maka hukum Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, 
juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan 
kehormatan manusia yaitu merupakan hukuman ta’zir yang pelaksanaan 
hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang memiliki 
kekuasaan yudikatif.41 
Syariat islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. 
Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara 
pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tertentu dilarang oleh Allah Swt.42 
Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, 
memata-matai, mengumpat, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-
perbuatan sejenisnya yang menyentuh kemuliaan dan kehormatan manusia. Islam 
pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam 
mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam 
golongan orang-orang yang fasik.43 
 
41Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, Politik  Hukum Pidana (Yogyakarta: 
PustakaPelajar, 2005), h. 129. 
42Zainuddin Ali, HukumPidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2007), h. 60. 
43Zainuddin Ali, HukumPidana Islam, h.61 
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Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan tidak tau atau 
belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini 
dekenal dengan istilah hukum pidana “Nullum Delictum Nullu Poena Sine 
Praexiat lage” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa aturan terlebih dahulu).44 
Oleh karena itu suatu perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang 
sebagai jarimah hanya karena dilarang saja, tetapi dinyatakan hukumannya, baik 
hukuman had atau hukuman ta’zir, makakesimpulan yang dapat diambil dari 
keseluruhannya ialah bahwa aturan-aturan pokok syari’at Islam menentukan tidak 
ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan suatu nash. 
B. Pengertian Salah Tangkap Menurut Hukum Islam 
Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara 
terperinci secara khusus tentang pemulihan nama baik, jadi penulis 
memasukkannyan kedalam ta’zir. Taz’ir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
ditulis dengan "ta`zir" yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar 
kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Sedangkan 
secara istilah adalah hukuman yang diberika kepada pelaku dosa-dosa yang tidak 
diatur dalam hudud atau aturan. Taz’ir diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai 
dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk 
hukumannya baik dalam al-qurandan hadits. 
 Sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk 
memberikan hukuman.45Dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khathab RA 
menta’zir dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, 
mengasingkan dan memukul pelakunya. Pernah pula beliau membakar kedai-
kedai penjual khamr dan membakar suatu desa yang menjadi tenpat 
 
44Moeljadno, Asas-asasHukumPidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23. 
45NurulIrfandanMasyrofah, FiqhJinayah (cet,1; Jakarta, 2013), h.1 39-140. 
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penjualan khamr. Tazir dalam perkara yang disyariatkan adalah tazir yang wajib 
menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad 
rahimahumullah.[3] Sedangkan menurut Imam Syafi'ie hal tersebut tidak wajib. 
Karena akan menimbulkan tindakan yang tidak berkeadilan. 
Tazir hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Kendati masuk dalam 
lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apa lagi 
penyiksaan. Lebih tepat tazīr dipahami sebagai proses penyadaran. Dalam 
melakukan proses penyadaran tersebut para ulama telah merumuskan setidaknya 
dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Pertama, melalui perk ataan seperti 
mencegah, mencela, dan menasehati. Kedua, tazīr juga dapat dilakukan dengan 
perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara, mengikat, 
dan bisa juga dibunuh kendatipun masalah ini masih diperdebatkan.46 
Menurut Ibrahim Anis, Ta’zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada 
ketentuan had syar’i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci -maki 
(pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Al-Mawardi dalam 
kitab Al-Ahkam sAl-Sultaniyyah, berpendapat bahwa ta’zir ialah Pengajaran 
(terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya 
berbeda-beda sesuai dengan dosa dan pelakunya. Ta’zir sama dengan Hudud dari 
satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk 
melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang 
dikerjakan.47 
Ulama berbeda pendapat dengan sanksi ta’zir. Berikut ini penjelasannya. 
1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta’zir hukumnya wajib 
sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk 
 
46https://id.wikipedia.org/wiki/Tazir,diaksespadatanggal 27 juni 2019 jam 00:35 Wita . 
47Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, h.137. 
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menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah 
tidak boleh mengabaikannya. 
2. Menurut mazhab Syafi’I, ta’zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala 
Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak 
menyangkut hak adami. 
3. Menurut mazhab Hanafiyah, ta’zir hukumnya wajib apabila berkaitan 
dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf hakim karena hak hamba 
tidak bisa digugurkan, kecuali yang memiliki hak itu. Adapun berkenaan  
dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat 
ada kebaikan dalam penegakkannya maka ia akan melaksanakan 
keputusan itu. 
4.  Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka dia boleh 
meninggalkannya. Artinya, sipelaku mendapat ampunan dari hakim. 
Sejalan dengan ini Ibnu Al-Haman berpendapat “Apa yang diwajibkan 
kepada imam untuk menjalankan hukum ta’zir berkenaan dengan hak 
Allah kewajiban yang memiliki wewenangnya dan ia tidak boleh 
meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan”.48 
Ta’zir adalah bentuk mashdar dari kata yang secara etimologis berarti 
yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau 
menguatkan.1 Hal ini seperti dalam f irman Allah SWT sebagai berikut. Q.S Al-
Fath 48/09   
ُِّروُهُل ِّتُ ۡؤمُِّنواْ بِّٱَّللهِّ َوَرُسولِّهِّۦ َوتُ َعز ُِّروُه 






48Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, h.145. 
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Terjemahnya : 
“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi 
dan petang.”49 
Menurut Al- Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa 
ta’zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan 
Al-Fayumi mengarah pada definisi ta’zir secara syari’at sebab ia sudah menyebut 
istilah had. Takzir juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat 
pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had. 
Sanksi jarimah ta’zir maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh 
penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. 
Persyaratan kemaslahatan umum secara rinci diuraikan dalam bidang studi 
ushul fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Secara umum 
maslahat dapat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat mu’tabarah, maslahat mulghah 
adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung manfaat tetapi dalam syara’ 
tidak ditetapkan secara pasti seperti sanksi yang harus ditempuh bagi seorang amir 
Andalusia yang berjimak dengan seorang istrinya pada siang hari bulan ramadhan 
yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sedangkan maslahat mursalah adalah sesuatu 
yang bermanfaat tetapi tidak diperintahkan oleh Allah dan rasul. Seperti 
memerangi umat islam yang enggan membayar zakat.50 
  
 
49Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: 
Maghfirah Pustaka Q.S Al-Fathayat 48/09 :48 , h. 555. 
50Jail Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2000), h.8 
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C. Istilah Akibat Salah Tangkap Menurut Hukum Islam 
Tidak ada istilah salah tangkap dalam hukum Islam jadi penulis. Dalam 
sudut pandang hukum pidana Islam, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak 
pidana mengandung pengertian sama dengan „uqubah merupakan pembalasan 
atas pelanggaran perintah syara‟ yang ditetapkan untuk kemaslahatan 
masyarakat.51 
Sedangkan tujuan dari „uqubah itu sendiri dalam hukum pidana Islam 
adalah untuk pencegahan, maksudnya menahan orang dari berbuat jarimah. Agar 
tidak mengulangi perbuatan jarimahnya agar tidak terus menerus melakukan 
jarimah. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga berarti mencegah orang 
lain selain pelaku termasuk penegak hukum sendiri agar tidak ikut-ikutan 
melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan 
kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap oraang lain, termasuk kepada hakim 
yang menjatuhkan hukuman jika salah dalam memutuskan.52 
Sebagaimana firman Allah ta’alapada  Q.S : AsySyuura 40/42 : 40 
ُ إِّنَُهۥََُلُُُيِّبُّ ُٱّلَلُِِّۚ ۡجُرهُۥُلََعَ
ِّثۡلَُهاَُۖفَمۡنَُعَفاَُوأَۡصلََحُفَأَ ِّئَةُٞم  ِّئَةَُٖسي  ُؤاَُْسي  وََجَزَٰٓ
ُُ لِّمِّنَي ُٱلَظَّٰ
Terjemahnya. 
“dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang 
siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) 




51Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.59. 
52Ahmad wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), h. 9-10. 
53Kementerian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an Dan 
Terjemahnya,(Jakarta:Maghfirah Pustaka),  Q.S Asy Syuura ayat 40/42:40, h. 321. 
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Hendaknya seorang mengakui akan segala dosa yang telah diperbuatnya 
dan mengakui bahwasanya tatkala Allah menjadikan pihak lain menzalimi 
(dirinya), maka itu semua dikarenakan dosa-dosa yang telah dia perbuat 
sebagaimana firman Allah ta’alapada  Q.S : AsySyuura 40/42 : 30 
ُُ َُعنَُكثِّريٖ
َُويَۡعُفواْ يُكۡم ُأَيۡدِّ ُفَبَِّماَُكَسبَۡت يبَةٖ صِّ ُمُّ ِّن َصَّٰبَُكمُم 
 وََمآُأَ
Terjemahnya 
“dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan 
oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar 
(dari kesalahan-kesalahanmu)”.54 
Apabila seorang hamba mengakui bahwa segala musibah yang 
menimpanya dikarenakan dosa-dosanya yang telah lalu, maka dirinya akan sibuk 
untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang 
menjadi sebab Allah menurunkan musibah tersebut.  
Dia justru sibuk melakukan hal itu dan tidak menyibukkan diri mencela 
dan mengolok-olok berbagai pihak yang telah menzaliminya. (Oleh karena itu), 
apabila anda melihat seorang yang mencela manusia yang telah menyakitinya 
dan justru tidak mengoreksi diri dengan mencela dirinya sendiri dan beristighf ar 
kepada Allah, maka ketahuilah (pada kondisi demikian) musibah yang dia alami 
justru adalah musibah yang hakiki. (Sebaliknya) apabila dirinya bertaubat, 
beristighfar dan mengucapkan, “Musibah ini dikarenakan dosa-dosaku yang 
telah saya perbuat.” Maka (pada kondisi demikian, musibah yang dirasakannya) 
justru berubah menjadi kenikmatan.55 
Ali bin Abi Thalib radliallahu ‘anhu pernah mengatakan sebuah kalimat 
yang indah, 
 
54Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 325 
55https://muslim.or.id/2244-tips-bersabar-2-sabar-ketika-disakiti-orang-lain.html, 
SekolahTinggiIlmu Islam danBahasa Arab Makassar, diaksespadatanggal 02 juli 2019pukul 21.00. 
35 
 الَ يَْرُجَونَّ عَبْدٌ إِالَّ َربَّهُ الَ يََخافَنَّ عَبْدٌ إالَّ ذَنْبَهُ
Artinya : 
“Hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Rabb-nya dan 
hendaknya dia takut terhadap akibat yang akan diterima dari dosa-dosa 
yang telah diperbuatnya.”56 
Hendaknya dia mengetahui bahwa seorang yang melampiaskan dendam 
semata-mata untuk kepentingan nafsunya, maka hal itu hanya akan mewariskan 
kehinaan di dalam dirinya. Apabila diamemaafkan, maka Allah justru akan 
memberikan kemuliaan kepadanya. Keutamaan ini telah diberitakan oleh 
rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam melaluisabdanya, 
ا إِاله ِعزًّ بِعَفٍْو  ُ عَبْدًا  َّللاه  َوَما َزادَ 
Artinya : 
“Kemuliaan hanya akan ditambahkan oleh Allah kepada seoranghamba 
yang bersikap pemaaf.”57 
Berdasarkan hadits di atas kemuliaan yang diperoleh dari sikap 
memaafkan itu (tentu) lebih disukai dan lebih bermanfaat bagi dirinya daripada 
kemuliaan yang diperoleh dari tindakan pelampiasan dendam. Kemuliaan yang 
diperoleh dari pelampiasan dendam adalah kemuliaan lahiriah semata, namun 
mewariskan kehinaan batin. (Sedangkan) sikap memaafkan (terkadang) 





Abbas danAnas.Lihat adDurr al Mantsur (7/359). 
57HR. Muslim (2588) darisahabat Abu Hurairah 
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BAB IV 
ANALISIS ISTILAH SALAH TANGKAP MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
A. Pemulihan Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan 
Hukum Islam 
1. Pemulihan Nama Baik dalam Hukum Positif  
Kitab undang-undang hukum acara pidana membagi semua tindak pidana, 
baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHAP, menjadi dua golongan besar, 
yaitu golongan kejahatan dan pelanggaran. Serta terdapat pula penggolongan 
perihal kejahatan yang salah satunya adalah pemulihan nama baik/ rehabilitasi 
nama baik di atur dalam pasal 1 butir 23 dan pasal 97 KUHAP. 
“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya 
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang 
diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena 
ditangkap, ditahan, ditutuntut, ataupun diadili tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 
atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.”58 
Senada dengan defenisi tersebut, Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi : 
“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus 
bebas atau diputus lepas darin segala tuntutan hukum yang putusannya 
mempunyai kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya ditentukan bahwa 
rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligusdalam putusan pengadilan 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal(1) (Pasal 97 ayat (2) 
KUHAP).”59 
Yang tidak di jelaskan dalam KUHAP ialah apakah rehabilitasi akibat 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif 
(dituntut oleh terdakwa) ataukah imperaktif.Artinya, setiap kali hakim memutus 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan 
 
58R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 360 
59R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, h. 400 
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hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.Hal ini mestinya diatur dalam aturan 
pelaksanaan KUHAP.60 
2. Pemulihan Nama Baik dalam Hukum Islam 
Secara teoritis dalam hukum Islam tidak mengenal tentang pemulihan 
nama baik oleh karena itu penulis ingin mengarahkannya ke dalam perkara fitnah 
yang mengandung unsuk kezaliman. Bagi seseorang yang pernah di zalimi, 
hendaklah untuk tidak membalaskan perbuatannya tersebut. Karena dalam Islam 
mengenai pembalasan dang anti rugi adalah hak Allah  
Sedang Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari 
Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersedekah dengan separuh biji kurma dari penghasilan yang baik, 
dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali amal yang baik, maka Allah 
menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengembangkannya untuk 
pelakunya sebagaimana salah seorang diantara kalian merawat kuda piaraannya 
hingga sebesar gunung.”61 
Dalam Islam diperbolehkan untuk membalaskan perbuaatannya tersebut, 
akan tetapi Nabi Muhammad Saw lebih menganjurkan untuk tidak membalaskan 
perbuatan tersebut atau menuntut rehabilitasi. Karena dalam Islam mengenai 
pembalasan merupakan hak Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. 
Dalam sabda Nabi Muhammad Saw, bahwa rehabilitasi dalam Islam 
deijelaskan hendaknya tidak menuntut pemulihan nama baik kepada orang yang 
menzoliminya. Karena Nabi Muhammad Saw menegaskan bahwa rehabilitasi 
 
60Andi. Hamzah, Hukum acara pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 206. 
61https://tafsirq.com/hadits/bukhari/6878, diakses pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 21 .07  
Wita. 
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akan lebih baik jika Allah yang atas mereka, menuntur rehabilitasi ke pada orang 
yang menzoliminya. 
3. Akibat Salah Tangkap dalam Hukum Positif 
Ada beberapa sebab timbulnya salah tangkap dalam penegakan hukum. 
Salah satunya adalah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) yang 
kurang diinringi semangat satu sistem terpadu oleh para penegak hukum. 
Meskipun secara prinsip terdapat pembagian fungsi, tugas, dan wewenang 
masing-masing penegak hukum, dalam pelaksanaanya mensyaratkan secara 
mutlak keserasian dan koordinasi antar instansi Penegak hukum.Syarat mutlak 
tersebut tertuang dalam konsepsi integrated criminal justice system yang 
memandang proses perkara pidanasebagai satu rangkaian kesatuan, sejak 
penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga penyelesaian di tingkat 
lembaga pemasyarakatan.Belakangan ini system tersebut tidak sepenuhnya 
dilaksanakan sehingga yang terlihat adalah hubungan yang kurang 
memperlihatkan rangkaian kesatuan sehingga kurang menjamin kesatuan 
pelaksanaan hukum acara pidana.62 
4. Akibat salah tangkap dalam Hukum Islam 
Rehabilitasi korban salah tangkap supaya tidak merasa rugi yang begitu 
dalam terhadap dirinya. Hal ini juga dituangkan dalam Qanun Acara Jinayah Pasal 
82 ayat (2)  
“ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara 




62Fahrurrozi, Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap,(Jakarta: Skripsi,2010),h.85. 
63Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinaya t, (Banda Aceh: 
2013), h. 132. 
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Salah tangkap atau salah tahan tersebut merupakan pertimbangan 
kemaslahatan yang pemerintah Aceh tuangkan dalam Qanun Acara Jinayah No. 7  
Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah. Kemaslahatan ini lahir dari interaksi 
figh dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 Peryataan ini senada dengan pendapat Prof. Syahrizal Abbas pada kata 
pengantar buku Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat yang mengatakan 
“materi hukum jinayat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan materi hukum 
acara jinyat dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 adalah hukum yang lahir dari 
ijtihat para ulama sekaligus hasil interaksi antara fiqh dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP)”.64 
Pada Pasal 99 Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh mengatur tentang 
rehabilitasi korban korban salah tangkap/tahan. Pasal 99 ini menjelaskan bahwa: 
1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus 
bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan 
Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
3. Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan 
tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan /atau peraturan perundang-
undangan lainnya atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang 
perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, 
diputus oleh Hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.65 
 
64Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, h. iii. 
65Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, h.142. 
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B. Konsep Penangkapan Terhadap Salah Tangkap Menurut Hukum Positif 
dan Hukum Islam  
1. Konsep Penangkapan Terhadap Salah Tangkap Menurut Hukum Positif 
Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) R. 
Soenarto Soerodibroto, S.H pada Bab V; Penangkapan, Penahanan, 
Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. 
Bagian Kesatu Penangkapan. 
Pasal 16 hingga Pasal 19 KUHAP. Pasal 16 Ayat(1) dan (2) menjelaskan 
bahwa, Ayat (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik ats perintah 
penyidik berwenang melakukan  penangkapan.Ayat (2) untuk kepentingan 
penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan 
penangkapan.Pada pasal 17 menjelaskan, Perintah penangkapan dilakukan 
terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan nukti 
permulaan yang cukup. 
 Pasal 18 Ayat (1) (2) dan (3) menjelaskan bahwa  
Ayat (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas 
serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan 
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia 
diperiksa.  
Ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah, 
dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan 
tertangkap besrta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik 
pembantu.  
Ayat (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus diberikan terhadap keluarganya segera setelah 
penangkapan dilakukan.66 
Pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa 
(1) Penangkapan yang dimaksud pada Pasal 17, dapat dilakukan un tuk 
paling ama satu hari. (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak 
diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua 
kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.67 
 
66R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, h. 367 
67R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, h. 368 
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Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim melalui suatu penetapan. 
Ketentuan Pasal 1 Butir 21 KUHAP ini memperlihatkan tindakan penahanan 
merupakan salah satu tindakan perampasan kemerekaan dan kebebasan hak asasi 
tersangka atau terdakwa. Bahwa Penahanan yang sudah diatur rapi dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana, kiranya sudah dapat mewakili pembelaan 
terhadap hak-hak asasi manusia di depan hukum. 
Sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa 
untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. 
Hanya saja terkadang dalam prakteknya bahwa aparat-aparat penegak hukum 
masih melakukan “penyelewengan-penyelewengan” atau “pemerkosaan” terhadap 
hak-hak asasi manusia tersebut, terlebih bagi tersangka yang belum jelas 
kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sehingga masih ada terdengar 
pelanggaranpelanggaran hak-hak tahanan. 
2. Konsep Penangkapan Terhadap Salah Tangkap Menurut Hukum Islam 
Bahwa penahanan dalam sudut pandang hukum pidana Islam 
membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang dituduh melakukan 
kesalahan atau tindak pidana dengan mendahulukan pada kemaslahatan umum 
dengan berdasarkan tuduhan semata. Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah 
yang menahan seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana. Tindakan 
yang dilakukan Rasulullah ini bukan merupakan sebuah hukuman atau ta’zir, 
namun berupa proses pembelajaran untuk mencari bukti kesalahan yang 
dituduhkan kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. 
Sehingga para ‘ulama masih memperselisihkan batas lamanya penahanan. 
Akan tetapi ‘Ulul Amriyang melakukan penahanan terhadap tersangka harus 
disertai dengan bukti atau pembuktian ‘dasar’ yang cukup untuk dilakukan 
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penahanan kepada seseorang dan membuktikan apakah seseorang yang 
disangkakan melakukan tindak pidana benar-benar bersalah atau tidak. Apabila 
seseorang tertuduh benar-benar terbukti tidak melakukan tindak pidana, hakim 
harus segera melepaskan tersangka dan membersihkan nama baiknya dengan 
membayar (diyat) ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan konsep tujuan 
pemidanaan dalam Islam yakni menegakkan kemaslahatan umat dam keadilan. 
C. Proses Penyelesaian terhadap Penangkapan Akibat Salah Tangkap 
menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Proses Penyelesaian terhadap Penangkapan Akibat Salah Tangkap 
menurut Hukum Positif 
Pengaturan Mengenai Salah Tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
92 Tahun 2015Aturan ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan 
Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan diundangkan oleh Presiden 
Soeharto pada 31 Desember 1983. Setelah itu, tidak ada satu pun rezim yang 
merevisi aturan tersebut. Pada awal November 2015 Jokowi memerintahkan revisi 
aturan itu terkait ganti rugi korban salah tangkap. Dalam tempo satu bulan, revis i 
ini diundangkan, tepat dengan hari HAM Internasional tanggal 10 Desember 2015 
lahir Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Salah satu poin penting Peraturan Pemerintah Nomor 92 
Tahun 2015 adalah perubahan ganti rugi salah tangkap yaitu menjadi:  
1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling 
banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).  
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2) 2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat 
sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling 
sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0 -Rp 3 
juta).  
3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian 
paling 48 sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya 
Rp 0-Rp 3 juta). 
Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi 
tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang 
memberitahukan adanya ganti rugi tersebut, diterima pemerintah. Sebelumnya, 
tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa 
bertahun-tahun lamanya. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan yaitu pada 8 Desember 2015. 
• Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan 
karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi 
hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula 
diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang 
serasi,selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan 
masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah 
mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.  
Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- 
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 
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yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada 
faktor- faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:  
1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada 
undang-undang saja;  
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum;  
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan; 
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.68 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 
efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut 
akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil 
dari kehidupan masyarakat Indonesia.  
1) Undang-undang   
Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang 
berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. 
Mengenai berlakunya undangundang tersebut, terdapat beberapa asas yang 
tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang 
positif. Asas-asas tersebut antara lain:   
a. Undang-undang tidak berlaku surut.  
b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,   
c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.  
 
68Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum  (Ed isi-1 ;  
Cet-VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 8-9. 
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d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang 
yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.  
e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-
undang yan berlaku terdahulu.   
f. Undang-undang tidak dapat diganggugugat. 
g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 
spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui 
pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi) 
2) Penegak Hukum  
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,yang 
hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan 
aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat 
pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau 
membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa 
halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya 
dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, 
adalah:  
a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 
pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.  
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.  
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.  
d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 
tertentu, terutama kebutuhan material.  
e. Kurangnya daya inovatif sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme. 
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Halangan-halangan tersebut dapat di atasi dengan membiasakan diri 
dengan sikap-sikap, sebagai berikut:  
a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. 
b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan 
yang ada pada saat itu. 
c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. 
d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 
pendiriannya. 
e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan 
suatu urutan. 
f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya. 
g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib. 
h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 
meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 
i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan d iri 
sendiri dan ihak lain. 
j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar 
penalaran dan perhitingan yang mantap.   
3) Faktor Sarana atau Fasilitas  
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut 
antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, 
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 
seterusnya.   
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Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam 
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 
peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya 
dianut jalan pikiran, sebagai berikut:  
a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul. 
b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan. 
c. Yang kurang-ditambah. 
d. Yang macet-dilancarkan. 
e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.   
4) Faktor Masyarakat   
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian dalam masyarakat.Oleh karena itu, dipandang dari sudut 
tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum 
tersebut.Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk 
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas 
(dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).Salah satu akibatnya adalah, 
bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak 
hukum tersebut. 
5) Faktor Kebudayaan   
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap 




Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:   
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 
b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.  
Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 
2. Proses Penyelesaian terhadap Penangkapan Akibat Salah Tangkap 
menurut Hukum Islam 
Salah satu proses penyelesaian terhadap penangkapan akibat salah tangkap 
ialah dengan menjatuhkan hukuman ta’zir, adapun pengertian ta’zir adalah 
hukuman pendidikan atas dosa-dosa oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan 
hukuman nya oleh syara’. 
Pemulihan nama baik merupakan hal yang menyangkut dengan harkat dan 
mertabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan 
suatu tindakan tertentu. Dalam menetapkan hukum Islam perpedoman dengan dua 
pokok yaitu Al-quran dan Hadist.69 
Ta’zir hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Kendati masuk dalam 
lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apa lagi 
penyiksaan. Lebih tepat tazīr dipahami sebagai proses penyadaran. Dalam 
melakukan proses penyadaran tersebut para ulama telah merumuskan setidaknya 
dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Pertama, melalui perkataan seperti 
mencegah, mencela, dan menasehati. Kedua, tazīr juga dapat dilakukan dengan 
perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara, mengikat, 
dan bisa juga dibunuh kendatipun masalah ini masih diperdebatkan.70 
 
69https//:MARETA%20BAYU%20SUGARA%20%2810160033%29, diakses pada 
tanggal 27 juni 2019 jam 00:35 wita. 
70https://id.wikipedia.org/wiki/Tazir diakses pada tanggal 27 juni 2019 jam 00:35 wita 
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Menurut Ibrahim Anis, Ta’zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada 
ketentuan had syar’i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci -maki 
(pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).  
Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam sAl-Sultaniyyah, berpendapat bahwa 
ta’zir  ialah Pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. 
Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan dosa dan pelakunya.Ta’zirsama 
dengan Hududdari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) 
kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda 
sesuai dengan dosa yang dikerjakan.71 
Ulama berbedapendapat dengan sanksi ta’zir. Berikut ini penjelasannya. 
1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta’zir hukumnya wajib 
sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk 
menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah 
tidak boleh mengabaikannya. 
2. Menurut mazhab Syafi’I, ta’zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala 
Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak 
menyangkut hak adami. 
3. Menurut mazhab Hanafiyah, ta’zir hukumnya wajib apabila berkaitan 
dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf hakim karena hak hamba 
tidak bias digugurkan, kecuali yang memiliki hak itu. Adapun berkkenaan 
dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat 
ada kebaikan dalam penegakkannya maka ia akan melaksanakan 
keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka 
dia boleh meninggalkannya.  
 
71Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (cet. 1: Jakarta,2013), h.137. 
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4. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu 
Al-Haman berpendapat “Apa yang diwajibkan kepada imam untuk 
menjalankan hukum ta’zir berkenaan dengan hak Allah kewajiban yang 
memiliki wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak 
ada maslahat bagi pelaku kejahatan”.72 
Sedangkan tujuan dari ‘uqubah itu sendiri dalam hukum pidana Islam 
adalah untuk pencegahan, maksudnya menahan orang dari berbuat jarimah.Agar 
tidak mengulangi perbuatan jarimahnya agar tidak terus menerus melakukan 
jarimah. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga berarti mencegah orang 
lain selain pelaku termasuk penegak hukum sendiri agar tidak ikut-ikutan 
melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan 
kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap oraang lain, termasuk kepada hakim 
yang menjatuhkan hukuman jika salah dalam memutuskan. 
Hendaknya seorang mengakui akan segala dosa yang telah diperbuatnya 
dan mengakui bahwasanya tatkala Allah menjadikan pihak lain menzalimi 
(dirinya), maka itu semua dikarenakan dosa-dosa yang telah dia perbuat 














Berdasarkan hasil penelitian danpembahasan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pemulihan nama baik akibat salah tangkap di tinjau dari hokum positif 
sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. 
Setelah permohonan peninjauan kembali, maka kemudian terpidana dapat 
mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan 
rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan 
hokum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam 
amarputusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap. 
2. Pandangan Islam tentang pemulihan nama baik akibat salah tangkap 
adalah dengan menjatuhkan hukuman ta’zir, adapun pengertian ta’zir 
adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa oleh pelaku jarimah yang 
belum ditentukan hukumannya oleh syara’. ta’zir ialah Pengajaran 
(terhadappelaku) dosa-dosa tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya 
berbeda-beda sesuai dengan dosa dan pelakunya. Sedangkan tujuan adalah 
untuk pencegahan, maksudnya menahan orang dari berbuat jarimah. Agar 






Berdasarkan kesimpulan yang dibuatdiatas, maka ada beberapa implikasi 
penelitian yang dapat penulis kemukakan yaitu; 
1. Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, 
pembaharuan dan penyusunan perundang-undangan, diharapkan dapat 
segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tatacara 
pelaksanaan karena tatacara yang sebelumnya terkesanberbelit-belit 
sehingga terkesan menyulitkan dalam hal salah tangkap. Hak tersangka/ 
terdakwa untuk mendapatkan keadilan atas tindakan pelanggaran tidak 
mesti dibatasi dengan jangka waktu. Hal ini merugikan tersangka/ 
terdakwa yang kurang mampu baik dari segi pendidikan, pengetahuan 
maupun finansial.  
2. Aparat penegak hokum sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib 
masyarakat diharapkan professional dalam melakukan prosedur 
penangkapan, penahanan, Aparat penegak hokum harus menyelidiki lebih  
dalam lagi tentang kasus yang sedang ditanganinya, agar tidak melakukan 
salah tangkap kepada seseorang dan dalam proses pemeriksaan  terhadap  
seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan, aparat penegak hokum 
harus menggunakan metode-metode yang tepat untuk mencari keterangan 
dari seseorang tersebut serta Masyarakat atau korban salah tangkap sendiri 
diharapkan untuk lebih tegas lagi apabila didapati kesalahan dalam 
penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian guna mendapatkan  hak atas 
kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi 
korban salah tangkap. 
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